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Abstrak 
Tujuan dari kajian ini adalah menjelaskan potensi pemanfaatan Kebijakan Satu Peta (KSP) 
untuk tema kependudukan khususnya mobilitas penduduk. Kajian ini merupakan kajian 
kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan memanfaatkan 
publikasi dari jurnal, laporan ilmiah, data publikasi dari badan/lembaga, serta sumber lain yang 
relevan. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan 
peta tematik dalam bidang kependudukan, khususnya mobilitas penduduk, memiliki urgensi 
yang penting yang dapat dilaksanakan ke depan. Belajar dari fenomena mudik saat pandemi 
Covid-19 terjadi, pemanfaatan kebijakan satu peta untuk peta tematik pada aspek mobilitas 
penduduk memegang peranan penting. Peta mobilitas penduduk tersebut akan dijadikan 
sebagai dasar tracking penduduk sehingga pemerintah daerah asal maupun tujuan dapat 
melakukan berbagai macam perlindungan bagi para migran. Tantangan ke depan untuk 
pelaksanaannya adalah ketersediaan data mobilitas penduduk yang tidak akurat sehingga 
pemangku kepentingan perlu untuk membangun data mobilitas penduduk yang baik. 
Kata kunci: Kebijakan Satu Peta, mobilitas penduduk, Covid-19 
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PENDAHULUAN 
Kebijakan Satu Peta (KSP) merupakan arahan strategis dalam terpenuhinya satu 

peta yang komperehensif sebagai basis data yang dapat digunakan untuk berbagai 
kepentingan, sebagai alat bantu perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan 
(Perpres Nomor 9 Tahun 2016). Dalam kebijakan tersebut terdapat berbagai macam 
rencana aksi yang didalamnya disebutkan berbagai kegiatan dan keluaran yang secara 
periodik ditargetkan penyelesaiannya. Diantara berbagai keluaran dalam rencana aksi 
tersebut antara lain adalah tersususnnya berbagai macam peta seperti peta RBI skala 
1:50.000, peta batas administrasi provinsi skala 1:50.000, peta batas administrasi 
kabupaten/kota skala 1:50.000, peta batas administrasi desa/kelurahan skala 1:50.000, 
peta potensi desa minimal pada skala 1:10.000. Beberapa contoh peta yang 
disebutkan memiliki manfaat yang sangat penting utamanya jika dikaitkan dengan studi 
kependudukan atau demografi di suatu daerah. 

Demografi sendiri merupakan studi tentang jumlah, struktur dan proses 
kependudukan yang terjadi di suatu daerah. Dari sisi proses, mobilitas merupakan 
sebuah kegiatan pergerakan penduduk yang memengaruhi kependudukan secara 
umum. Pengaruhnya dapat menambah ataupun mengurangi penduduk di suatu 
wilayah. Mobilitas penduduk ini juga berkait dengan kejadian penting yang saling 
memengaruhi. Dalam konteks pandemi, salah satunya adalah Covid-19, mobilitas 
penduduk dapat dipandang sebagai dampak akibat pandemi ataupun sebagai media 
dalam proses penyebaran pandemi dari satu wilayah ke wilayah lainnya (Ivakhnyuk, 
2020; Lee et al., 2020; Song et al., 2020). Pada kajian ini penekanan bahasan lebih 
kepada migrasi sebagai dampak pandemi yang terjadi.  

Mukhra, Krishan and Kanchan (2020) menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 
telah memicu terjadinya mobilitas penduduk massal di India dari perkotaan menuju ke 
desa. Para migran yang melakukan migrasi ini, biasanya disebut sebagai migran 
internal, utamanya adalah para pekerja tidak terampil dan semi-terampil yang bekerja 
di perkotaan di India (Dandekar and Ghai, 2020). Bank Dunia bahkan menyebutkan 
lebih dari 40 juta migran internal telah terpengaruh karena COVID-19 dan sekitar 
50.000 hingga 60.000 orang bermigrasi dari perkotaan ke pedesaan daerah asal dalam 
jangka waktu beberapa hari (Mukhra, Krishan and Kanchan, 2020). 

Di Indonesia mobilitas penduduk juga menjadi dampak akibat pandemi Covid-19. 
Alfana, Pitoyo, Rohmah dan Laudiansyah (2020) menyebutkan bahwa pandemi Covid-
19 telah menyebabkan gelombang mobilitas penduduk khususnya adalah migran 
kembali. Kasus mudik (migrasi internal) saat pandemi Covid-19 yang terjadi di 
Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu 
contoh terjadinya mobilitas penduduk massal yang diakibatkan dampak Covid-19. Para 
pemudik yang datang dari DKI Jakarta dan Jawa Barat melakukan mudik ke kampung 
halaman di Kabupaten Gunungkidul karena merasa khawatir kehidupan mereka 
terancam. Ancaman tersebut baik berupa kondisi kesehatan maupun kondisi ekonomi 
karena sudah tidak bekerja atau lainnya.  

Terjadinya fenomena mudik saat pandemi Covid-19 ternyata menyingkap salah 
satu fakta penting bahwa pendataan mobilitas penduduk belum baik. Klaim ini 
didasarkan pada berbagai kasus yang terjadi di lapangan dimana pendataan mobilitas 
penduduk belum dapat dikatakan baik. Contoh di Blora misalnya dimana bantuan 
untuk para perantau saat pandemi Covid-19 belum maksimal dilakukan karena 
pemerintah Blora belum memiliki data perantau yang menjadi data dasar kebijakan 
pemberian bantuan (Budi, 2020; Chandra, 2020). Laporan Vitorio (2020) dan Djulfaroh 
(2020) juga menunjukkan kondisi serupa dimana bantuan bagi para perantau tidak bisa 
diberikan karena tidak memiliki data mobilitas penduduk yang akurat. Sehingga 
Alfana,dkk (2020) menyimpulkan bahwa urgensi pendataan penduduk bagi para 
migran internal yang melakukan mobilitas penduduk menjadi sangat penting. 
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Kebijakan satu peta yang nantinya menghasilkan berbagai macam peta tematik 
akan memberikan input/masukan yang bagus untuk aspek mobilitas penduduk. 
Tersedianya luaran-luaran seperti peta desa/kelurahan, peta kabupaten, peta provinsi, 
serta peta potensi desa menjadi pondasi yang sangat baik dalam kajian aspek 
mobilitas penduduk. Hal ini dikarenakan kajian mobilitas penduduk sangat erat 
kaitannya dengan daerah asal dan daerah tujuan serta potensi atau 
kelemahan/ancaman yang ada di daerah asal dan daerah tujuan. Oleh karena itu 
pemanfaatan kebijakan satu peta untuk aspek mobilitas penduduk dapat dilakukan. 
Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan pemanfaatan kebijakan satu peta dalam studi 
mobilitas penduduk terkhusus belajar dari kejadian pandemi Covid-19. Fenomena 
mobilitas yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul dan respon pemerintah akan 
digunakan sebagai input yang baik bagi terlaksananya pemanfaatan kebijakan satu 
peta untuk aspek mobilitas penduduk.  

 
METODE 

Kajian ini merupakan kajian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif 
deskriptif dan tinjauan literatur. Kajian ini merupakan lanjutan dari penelitian 
sebelumnya yang berjudul Permasalahan Manajemen Bencana Di Indonesia: Urgensi 
Pendataan Para Perantau, Belajar Dari Kondisi Selama Pandemi Covid-19. Metode 
pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan memanfaatkan publikasi 
dari jurnal, laporan ilmiah, data publikasi dari badan/lembaga, serta sumber lain yang 
relevan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kajian ini membahas pemanfaatan kebijakan satu peta untuk aspek mobilitas 
penduduk dengan dua bahasan utama. Pertama membahas fenomena mobilitas 
penduduk selama pandemi Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul DIY. Kedua 
membahas kebijakan satu peta dan pemanfaatan luaran yang dihasilkan untuk 
dimanfaatkan dalam studi mengenai mobilitas penduduk. 
 
Fenomena Mobilitas Penduduk Massal di Kabupaten Gunungkidul Selama Awal 
Pandemi Covid-19 dan Respon Pemerintah 
 Pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak ikutan salah satunya adalah 
terjadinya mobilitas penduduk massal di Kabupaten Gunungkidul. Fenomena ini sama 
seperti yang terjadi di beberapa wilayah misal di India (Mukhra, Krishan and Kanchan, 
2020; Bhagat, 2020) atau di Afrika Selatan (Posel and Casale, 2020). Faktor utama 
terjadinya mobilitas ini yaitu hilangnya pekerjaan di tempat mereka bekerja sehingga 
kembali ke daerah asal merupakan pilihan logis (Dandekar and Ghai, 2020; Posel and 
Casale, 2020; Raharjo dan Isdian, 2020). 
 Tren mobilitas penduduk di Kabupaten Gunungkidul selama awal pandemi 
cenderung meningkat. Hal ini diidentifikasi dari jumlah pemudik yang masuk ke 
Kabupaten Gunungkidul yang berasal dari luar provinsi. Terbanyak para pemudik ini 
berasal dari zona merah Covid-19 yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat (Wijana, 2020). 
Berdasarkan data yang terpublikasi, pada akhir Maret 2020 sebanyak 1.188 orang 
pemudik tiba di Kabupaten Gunungkidul (Wicaksono, 2020). Kemudian meningkat 
menjadi 7.662 orang pada awal April 2020 (Yuwono, 2020). Selanjutnya jumlah 
tersebut naik menjadi 11.724 pemudik pada awal Mei 2020 (Wijana, 2020). 

Respon pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menghadapi fenomena 
mobilitas penduduk massal ini sangat baik. Selain menyiapkan posko induk 
penanganan Covid-19 dan menyiapkan tempat selama isolasi, kegiatan pendataan dan 
pemetaan penduduk yang melakukan mobilitas juga dilakukan melalui program Sistem 
Informasi Desa (SID) (Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2020; Sangaji, 2020; 
Suradiyana, 2020). Pendataan dan pemetaan pemudik melalui program SID yang 
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terdapat di setiap desa ini menjadi nilai positif bagi pemerintah Kabupaten Gunungkidul 
dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan fenomena mobilitas massal yang terjadi. 
Manfaatnya adalah penduduk Gunungkidul yang melakukan mobilitas penduduk, 
utamanya migrasi, menjadi terdata. Hal ini sangat penting karena digunakan sebagai 
data dasar untuk pengambilan kebijakan untuk memberikan berbagai macam 
perlindungan bagi penduduk baik di daerah asal maupun di daerah tujuan (Alfana, 
Pitoyo, Rohmah dan Laudiansyah (2020). Sayangnya tidak semua wilayah mampu 
melakukan pendataan dan pemetaan penduduk ini sehingga penanganan pemudik dan 
perantau di awal pandemi tidak dapat dilakukan secara optimal. Akbiatnya bantuan 
bagi mereka di beberapa daerah tidak tersampaikan. 
 
Pemanfaatan Kebijakan Satu Peta Untuk Aspek Mobilitas Penduduk 
 Kebijakan Satu Peta dimulai sejak 2016 dan saat ini progressnya sangat baik 
jika merujuk dari Laporan Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta Tahun 2016–
2020. Dijelaskan dalam laporan tersebut bahwa berbagai luaran telah diselesaikan, 
diantaranya adalah telah diselesaikannya kompilasi peta tematik yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu peta batas administrasi wilayah desa/kelurahan 
skala 1:10.000 pada Februari 2020. Kompilasi peta batas administrasi wilayah 
desa/kelurahan tersebut dilakukan di 7 Provinsi dan 11 Kabupaten/Kota untuk 362 
Desa. Ke depan percepatan pembuatan peta batas administrasi wilayah 
desa/kelurahan dengan memanfaatkan dana desa akan didorong. Oleh karena itu peta 
batas administrasi wilayah desa/kelurahan dapat segera dibuat oleh semua 
desa/kelurahan di Indonesia. 
 Peta batas administrasi wilayah desa/kelurahan dalam kajian mobilitas 
penduduk memegang peranan penting. Hal ini dikarenakan mobilitas penduduk sangat 
terikat dengan daerah asal dan daerah tujuan (Lee, 1966). Daerah asal dan daerah 
tujuan ini jika mampu dipotret sampai level desa/kelurahan tentu nantinya akan 
menjadi input strategis bagi perkembangan kajian mobilitas penduduk. Hal ini 
dikarenakan selama ini kajian mobilitas penduduk mayoritas menggunakan unit 
analisis pada level kabupaten/kota, provinsi atau antar negara (BPS, 2016; BPS, 2018, 
BPS, 2020).  
 Luaran dari KSP seperti peta batas administrasi wilayah desa/kelurahan 
memiliki manfaat yang besar dalam aspek mobilitas penduduk. Luaran lain dari KSP 
yang mampu memberikan input bagi kajian mobilitas penduduk adalah peta 
administrasi povinsi, peta administrasi kabupaten/kota dan peta potensi desa. Jika 
digambarkan dengan teori migrasi Lee (1966) maka untuk peta administrasi 
desa/kelurahan, peta administrasi povinsi dan peta administrasi kabupaten/kota akan 
memberikan input pada aspek unit analisis daerah asal dan daerah tujuan penduduk 
yang melakukan mobilitas penduduk. Sedangkan peta potensi desa akan memberikan 
input pada aspek keunggulan dan kelemahan daerah asal atau daerah tujuan serta 
beberapa faktor rintangan antara. Visualisasi tersebut tergambar dalam Gambar 1 
dipadukan dengan Tabel 1. 

Integrasi dari luaran KSP dan data mobilitas penduduk adalah peta mobilitas 
penduduk dengan unit analisis sampai level desa/kelurahan. Syaratnya tentu saja data 
mobilitas penduduk yang baik serta luaran KSP tersebut telah selesai. Jika dapat 
diintegrasikan maka peta mobilitas penduduk tersebut akan memiliki banyak 
kemanfaatan. Dalam konteks pandemi Covid-19 misalnya data tersebut dapat 
dijadikan sebagai dasar tracking penduduk sehingga pemerintah daerah asal maupun 
tujuan dapat melakukan berbagai macam perlindungan bagi para migran. Arus 
mobilitas penduduk dapat terpantau dan bagi wilayah yang menerapkan “lockdown” 
segala kebutuhan bagi para perantau di daerah tujuan dapat terpenuhi. Akhirnya jika 
integrasi tersebut dapat dilakukan maka kasus bantaun bagi para perantau yang tidak 
bisa diberikan dapat diminimalkan. 
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              Daerah Asal           Rintangan Antara    Daerah Tujuan 
Gambar 1. Visualisasi Teori Migrasi Lee 

 
Tabel 1. Pemanfaatan Luaran Kebijakan Satu Peta pada Studi Mobilitas Penduduk  

Merujuk Pada Teori Lee (1966) 

Faktor Mobilitas Lee 
(1966) 

Notasi/keterangan Luaran KSP yang dapat 
dimanfaatkan 

Faktor di daerah asal Tanda positif negatif di daerah asal 
yang menyatakan faktor penarik 
dan pendorong di daerah asal. 
Misal aset di daerah asal sebagai 
faktor penarik dan kawasan rawan 
bencana sebagai faktor pendorong 
untuk pindah. 

1. Peta administasi 
desa/kelurahan 

2. Peta administasi 
kabupaten/kota 

3. Peta administrasi provinsi 
4. Peta potensi desa 
5. Peta RBI 

Faktor di daerah tujuan Tanda positif negatif di daerah asal 
yang menyatakan faktor penarik 
dan pendorong di daerah tujuan. 
Misal keamanan daerah tujuan 
sebagai faktor penarik dan 
terbatasnya pekerjaan di daerah 
tujuan sebagai faktor pendorong. 

1. Peta administasi 
desa/kelurahan 

2. Peta administasi 
kabupaten/kota 

3. Peta administrasi provinsi 
4. Peta potensi desa 
5. Peta RBI 

 
Sayangnya, pemanfaatan luaran KSP untuk aspek mobilitas penduduk memiliki 

beberapa tantangan. Pertama adalah data mobilitas penduduk di daerah belum ditata 
dengan baik. Oleh karenanya pemangku kepentingan perlu untuk membangun data 
mobilitas penduduk yang baik. Kedua adalah implementasi Kebijakan Satu Peta yang 
mendukung aspek mobilitas melalui luaran-luaran tersebut memerlukan waktu yang 
tidak singkat. Oleh karenanya instruksi presiden tentang pemercepatan program KSP 
dengan pemanfaatan dana desa untuk membuat peta administrasi desa/kelurahan 
perlu segera direalisasikan.  
 

SIMPULAN 
Dalam kajian ini, beberapa kesimpulan yang dapat diambil diantaranya: 

1. Fenomena mobilitas massal yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul DIY terjadi 
sebagai dampak Covid-19. Fenomena ini sekaligus menggambarkan 
pendataan dan pemetaan mobilitas penduduk memiliki peranan penting 
sebagai dasar penentuan kebijakan. 

2. Kebijakan Satu Peta yang diterapkan pemerintah memiliki banyak luaran yang 
dapat mendukung program pendataan mobilitas penduduk. Luaran tersebut 
meliputi peta seperti peta RBI skala 1:50.000, peta batas administrasi provinsi 
skala 1:50.000, peta batas administrasi kabupaten/kota skala 1:50.000, peta 
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batas administrasi desa/kelurahan skala 1:10.000 dan peta potensi desa 
minimal pada skala 1:50.000. 

3. Pemanfaatan luaran Kebijakan Satu Peta dapat diintegrasikan ke dalam data 
mobilitas penduduk dengan unit analisis sampai level desa/kelurahan. Jika hal 
ini diaplikasikan di seluruh daerah maka basis data mobilitas penduduk akan 
sangat baik. Salah satu manfaat praktisnya, dalam konteks pandemi Covid-19, 
peta dan data yang telah terintegrasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar 
tracking penduduk sehingga pemerintah daerah asal maupun tujuan dapat 
melakukan berbagai macam perlindungan bagi para penduduk yang melakukan 
mobilitas penduduk khususnya bagi para migran/perantau. 

4. Tantangan ke depan untuk pelaksanaan integrasi ini adalah ketersediaan data 
mobilitas penduduk yang belum baik dan implementasi Kebijakan Satu Peta 
yang mendukung aspek mobilitas memerlukan waktu yang tidak singkat.  
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